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PTNEtrAPAN PEMBERIAI{ IZIN OPERASIONAL SATUAN PEI{DIDII(AN
SEKOLATI MENEIIGAH KF^IURUAN AI AMIIY

KECAMATAIT SIIYDANG KABUPATEN MA"IALEITGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung
bagr siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Madrasah Tsanawiyah {MTs} dan Program
Kesetaraan Paket B di Kecamatan Sindang
Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Al Amin
Nomor : 001/SK-YIA/X|2OL5 Tanggal 6 September
2016 Perihal Permohonan perpanjangan lzin
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan A1 Amin,
dan hasil Verifikasi Kelayakan Pendirian/Pemberian
Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Tahun
2015, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Amin
Kecamatan Sindang dinyatakan layak untuk
diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 76, Tambahap Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomorl Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAg;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapd.
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSa\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 726, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peratuan Pemerintah Nomor 19
tahun 2OA9 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a10);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1"65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2AO7 tentang psm$agian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Proyinsidan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBTl;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a75Ol;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 2 1 Tahu n 2OL6 Tentang
Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2OlO tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69
Tahun 2OO9 tentang Standar Biaya Operasi Non
personalia Tahun 2OO9 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menegah Pertama /Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi
Kurikulum;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2OOg tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (L,embaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor
2l;

Peraturan Daerah Kabupaten M4ialengka Nomor 14
Tahun 2OL6 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka;
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Memberikan Izin Operasional pada Satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan Al Amin Kecamatan
Sindang Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai
berikut:
Nama Sekolah : SMK AL AMIN
Program Keahlian/ Kompetensi:

a. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
b. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
c. Akuntansi.

ALamat Sekolah : Jl. Cibiru No. 01 Desa Sangkanhurip
Keca m atan Sindang, Kabupaten Majalengka.

lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Dengan berlakunya akeputusan ini, maka Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor
165 TAHUN 2013 tanggal 18 September 2013, dinyatakan
tidak berlalu.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

: Di Majalengka
11 September 2015
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